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PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR ;. 0670033 /dikpora’ 2021

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIEAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang

Mengingat

EABUPATEN BANIARNEGARA

d. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayvanan Dinas Pendidikan,
Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarmepgara yang transparan,
akuntabel, efektif dan efisien dalam wpaya meningkatan kepumsan
pelayanan perlu disusun Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagamana dimaksud huruf a,
agar pelaksanaannya dapat berdava guna dan berhasil guna, maka
perfu  ditetapkan  dengan Peraturan Kepala Dinas  Pendidikan,
Kemudaan dan Olahraga Kabupsten Banjamegara tentang Sistern
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan,
Eemudaan dan Olghraga Kabupaten Banjamegara

|, Undang Undang Nomaor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Draerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
{Berita Negara R1 Tahun 19350 Nomor 42}

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R1 Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telabh diubah dengan Undang-
Undeng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Atas
Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5%, Tambahan Lembaran
Megara BRI Nomor 2679);

3. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Diaerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl
Momor 4438);

4. Undang-Lindang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

o

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
{Lembaran MNegarz Repubtik Indonesia Tahun 2074 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5494),



13,

14,

15,

L,

17.

18.

19,

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pemenntash. antara Pemenntah Pusat, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Dacrah KabupatenKota (Lembaran Negara

Rl tahun 2007 Nomor 82, Tembahan Lembaran Negara nomor
47437,

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang [Disiplin
Pegawal Negen Sipil;

. Instruksi Presiden Womor 1 Tahun 1995 tentang Perbarkan dan

Pemingkatan  Mutu  Pelayanan  Aparatur  Pemerintah  kepadn
masyarakat;

Instruksi Presiden MNomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Kompsi (dictum 4);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20010 tentang Grand Design
Reformasi Birokras: 2010-20125,

. Peraturan Menten  Pendayagunasn  Aparstur Negars  Nomor

PER20MMPAN/MZ006  tentang Pedoman Penyusunan  Standar
Pelavanan Publik;,

Peraturan Menten Pendayvagunaan Aparator Negara MNomor
PERZT/MPAN/112008 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemenntahan;

Peraturan Menten Pendavapumaan Aparatur Negara Nomor
PER/15M PANMT/2008  tentang Pedoman Umum  Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendavagumaan Aparator Negara  Nomor
PER/BIMPANOZ203  tentang Pedoman  Penyelenggarann
Pelavanan Publik;

Peraturan Menten Pendayvagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrast 2010-2015,

Keputusan Menten Pendovagunaan Aparatur Negara Nomor 81
Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayvanan Umum,

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi dan
kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor
17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinera Unit Pelayvanan
Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Banmjamegara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik {(Lembaran Dacrah
Kabupaten Banjarnegarn Tahun 2016 Nomor 20,

. Persturan  Dacrah Kabupatén Banjarmmegara Nomeor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 213) sebagaimana
telah diubeh dengan Persturan  Daerah Kabupaten Banjamegara
Momor @ Tahun 2018 tentang Perubahan Ates Peraturan Daerah
Kabupaten Banjamegara MNomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkst Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarmegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Banjamegara Nomaor 265);



Menetapkan

21. Peraturan Bupati Banjarnegars Nomaor 62 Tehun 2006 tentang Kedudukan,
Susunan  Clrpamsast, Togas dan Fungsi serta  dan Tata Kera Dinas
Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjamegara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA EABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB 1
KETENTUAN UMLM

Fasal |

Dalam peraturan ini vang dimaksud dengan :

|

Sistem adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh sekumpulan unsur,
dan masing-masing unsur tersebut terpadukan secara fumgsional serta
operasional untuk mencapal sesuatu tujuan.

Pengradian masvaraka adalah pernyataan tidak menvetujm, menolak,
menyanggah dan masyarakat penenima pelavanan sebagai akibat dan
ketidakpuasan terhadap pelayanan vang ditenma dan penvelenggara
pelavanan.

Penguaduan langsung adalah pengaduan lisan dan pengadu vang dilskukan

secara langsung kepada penyelengpara pelavanan ataupun melalw sk
komunikasi telephone.

Pengacuan tidak langsung adalah pengaduan tidak secara lisan dan
pengadu kepada penyelenggam pelayanan melalui surat, surat elektronik,
kotak saran, kotak pos,

. Sistem Penanganan Pengaduan masvarakal adalah  proses

penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakal secara terkoordinir
dan terpadu baik secara fungsional maupun operasional.

Penyelenggara pelavanan adalah unit-unit kena pada Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olagraga Kabupaten Banjarnegar,

Petugas  pember:  pelavanion  adalah  pejabat’pegawal pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarmegara yang
diberi tanggungjawab untuk melaksanaken tugas dan fungsi penanganan
pengaduan masyarakat sesual dengan peraturan perundangan yang
berlaku

Frinsyp adalah asas atau dasar yvang digunakan sebagal acuan untuk proses
penyelenggaraan pelayanan.

Prosedur adalah cara atau jalan yang diempuh untuk menyelesaikan
proses penanganan pengaduan masyarakai.

10. Mekanisme adalah urui-urutan prosedur vang digunakan sebagai alat untuk

11

menvelesaikan  proses  penanganan  pengaduan  masvambkat | vang
terkoordinasi dan terpadu dalam suatu system.

Komponen adalah baglan-bagian yang harus ada dalam mekamsme
penanganan pengaduan masyvarakat



12, Waktu adalah bilangan vang disimbolkan dengan menit, jam, hari, minggu
ataupun bulan, untuk menggambarkan lamanya saat yang dibutuhkan oleh
penerima pelayanan untuk menyelesaikan suatu pelayanan di Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olagraga Kabupaten Banjamegara

13. Biger adalah sepala biaya dengan nama gtaw sebutan apapun dalam rangks
penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya
ditetapkan oleh pejabat berwenang sesum ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

14, Sanksr adalah tindakan hukuman yang dikenakan kepada mhak yang
melakukan pelanggaran  terhadap ketentuan ataupun  peraturan
perundangan vang berlaku.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1} Maksud ditetapkannva Sistem Penanganan Pengadusn Masyarakat imi
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan tingkat kepercayaan
masvarakat terhadap penvelenggara pelayanan

(2} Twuan ditctapkannya Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah
untuk membenkan kemudahan kepada masvarakat dalam menyampaikan
pendapat ataupun masukan scbaga akibat dan kendakpuasan terhadap
pelayanan vang diberikan penyelenggara pelavanan

BAB I
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 3

(1) Pengaduan masyarakat ditangani melalui sebuah sistem sebagai berikut ;

#. Muasukan {imput), berupa pengaduan masvarakat baik langsung maupun
tidak langsung

b. Proses (process), merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penenimann
pengaduan sampal dengan pembahasan dan pengkajian oleh Tim
Penanganan Pengaduan Masvarakat

¢. Keluaran (ouipia), berupa tindakan-tindakan aksi untuk menyelesaikan
pengadusn masyarakat atasupun penghentian penanganan pengaduan
masyarakat

d. Dampak (oumfcome yaitu, akibat vang dirasakan/ditenma baik oleh
penvelengeara maupun penenma lavanan setelah proses penanganan
pengaduan masvarakat selesai

e. Balikan ffeedbackl, berupa penvampaian informasi hasil penangsanan
pengaduan masvarakat kepada pengadu

(2) Sistem pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal
im terdapat pada lampiran T peraturan ins

BAB IV
PRINSIF PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 4

Prinsip-prinsip vang harus ditaati dalam proses penanganan pengaduan
masyarakat meliput ;



& Sederfang, proses penanganan pengaduan masvarakai mudah dipaham,
dilaksanakan dan ditkut: oleh pengadu.

b. Konkrit dan Mudah, proses penanganan pengaduan jelas prosedurnya dan
tidak berbelit-belit

¢. ferbuka fopenmess, fransparent), proses penanganan pengaduan masyarakat
dapat dikuti dengan terang benderang oleh masvarakat tanpa ada yang
disembunyikan ataupun ditutup-tutupt, terbuka untuk saran dan masukan

dalam rangka penvempumaan proses penanganan.

d. Dapar diperianggungiawabkan {accountable), proses pelayanan harus dapat
dipertenggungjawabkan  kepada pihak-pthak  yeng  berhak  meminta
pertangpungawaban.

e. Responsehifitay (responsibiling), proses penanganan harus dilakukan sesuar
denpan peraturan perundangan vang berlaku,

f Responyivitay  (resporiive), merupakan dava tanggap petugas pemben
pelayanan terhadap kebutuhan penenma layanan, Hal ini  antara lain
berkaitan dengan kemampuan, kesopanan, keramahtamahan, empati,
kemampuan berkomunikasi.

g Lebih Cepar dan Leh Baik (foster amd beifer), proses penangansn
pengaduan  masyarakat harus memenushi jangka waktu yang sudah
ditetapkan dan menghasilkan produk yang memuaskan penerima pelayanan,

h. Bukii Langsung (ramgibles), berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana
pelayanan vang dapat membenkan kenvamanan dan kepuasan penerima
pelavanan.

BAB V
SYARAT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal §

Maten pengaduan dikategorikan layak untuk ditindak lanjuts apabila
a Disertai dengan identitas pengadu vang jelas dan benar

b. Konknt

¢. Tidak salah alamat

d, Didukung dengan fakta dan data vang benar sesuai dengan realita

BAB VI
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

{1) Pengadusn dapat ditenma secara langsung dan tdak langsung oleh
petugas pemberi pelavanan alaupun pimpinan penvelenggarn pelayanan

{2) Maten pengaduan dibahas dan dikaji oleh Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat berdasarkan peraturan perundangan vang berlaku

{3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal i,
pengaduan dapat ditindaklanjuti atau dihentikan penangannya.

{4) Penvelenggara pelavanan berkewajiban untuk memberitahukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat (3) pasal i kepada pengadu



BAB VII
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1} Komponen-komponen  yang  terdapat pada mekamsme  penanganan
pengaduan masyarakat meliputi
a. Cara penyampaian
b. Sarana penvampaian
¢, Petugas penenma
d. Proses Penanganan Pengaduan Masvarakat
e. Pemberiahuan hasil penanganan kepada pengadu

{2) Penanganan pengaduan masvarakat dapat berupa tindakan aksi
ataupun langkah penghentian penanganan pengadisan

(3) Penghentian  penanganan  pengadunn dilakukan  apabila maten
pengaduan tidak memenuhi svaral sebagaimana dimaksud pada pasal 5
peraturan ini

i4) Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk memberitahukan hasil
penanganan pengaduan masvarakat kepada pengadu

(5) Mekanisme penanganan pengaduan masvarakal  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal im terdapat pada lampiran Il dan [l
peraturan imi.

BAB VI
WAKTU

Paszal 8

(1} Proses penanganan pengaduan masyarakat diselesaikan dalam waktu |
(satu) sampai dengan 7 (tyjuh) bar terhitung mulai tanggal diterrmanya
maten pengaduan oleh petugas pemben pelayanan

{2} Penvelenggara pelayanan membentahukan hasil penanganan pengaduan
masyarakat kepada pengadu paling lambat | (satu) han setelah proses
penanganan selesai

(3) Apabila dalam waktu schagaimana discbutkan pada ayat (1) pasal i
proses penanganan pengaduan masvarakat belum dapat diselesaikan,
penyelenggars pelavanan berkewajiban untuk memberitahukan kepada
pengadu disertar dengan alasan-alasan penvebabnva

BAB IX
BIAY A

Pasal 9

Terhadap penanganan pengaduan masyarakat tidak diperkenankan untuk
menarik biava dengan dalih apapun kepada pengadu

BAB IX
SANKSI

Pazal @

(1} Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(2) dan (3) serta pasal 9 peraturan mi oleh petugas penvelenggara
pelavanan, dikenakan sanks: berdasarkan Peraturan Pemenntah Momor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



i2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagamana dimaksud pada pasal 5
peraturan i oleh pengadu, diselesaikan dengan musvawarah atau
berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Apabila dikemudian terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perturan im
sepanjang mengenal teknis proses pemanganan pengaduan masyarakat dapat
diadakan perubahan seperlunya

Pasal 11
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahrga  Kabupaten
Bamamegara ini berlaku pada tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di . Banjarnegara
Pada Tanggal : 20 Mei 2021
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Inspektur Kabupaten Banjamepara,

Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Kepala Bagan Organisast Setda Kabupaten Bamjamegara;
Kepala Bagan Hukum Setda Kabupaten Banjamegara;
Pertinggal

e ) O LA L R =



